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PERATURAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat - Oktober 2014  
 
 

 
Agar pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai amanat Undang - 
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat lebih 
efisien dan efektif, berikut ini daftar berbagai peraturan lingkungan hidup untuk mempermudah para 
pengawas dalam melaksanakan tugasnya.  
 

Peraturan Perundang-Undangan Skala Nasional  

Daftar peraturan perundang-undangan skala nasional bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dan pengelolaan sampah berdasarkan lingkupnya:  

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
 

2. Pengelolaan Sampah  

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  
2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.  
 

3. Perlindungan dan Pengelolaan Air  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air.  

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di 
Perkebunan Kelapa Sawit.  

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di 
Perkebunan Kelapa Sawit.  

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis 
Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.  

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.  

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke 
Air atau Sumber Air.  

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air.  

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penentuan Status Mutu Air.  

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke 
Air Atau Sumber Air.  

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air.  

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta 
Panas Bumi Dengan Cara Injeksi.  

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi 
Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air.  

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air 
Hujan.  
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14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung 
Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk  

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tatalaksana 
Pengendalian Pencemaran Air  

 

4. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)  

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On 
Persistens Organic Pollutant (Konvensi Stokholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang 
Persistent)  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun  

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The 
Ozon Layer dan Montreal Protocol on substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted 
and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990.  

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon),  

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pemberian Simbol dan Label pada Bahan Berbahaya dan Beracun.  

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan 
Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia 
Nation Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup.  

 

5. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.  

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment to the Basel 
Convention on the control of Transboundary Movement of hazardous waste and their disposal 
(Amandemen Atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan lintas batas limbah 
bahan berbahaya dan pembuangannya).  

5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/BAPEDAL/09/1995 
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.  

6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/09/1995 
tentang Dokumen Limbah B3.  

7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/09/1995 
tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3.  

8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04/BAPEDAL/09/1995 
tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas 
Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.  

9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 
tentang Simbol dan Label Limbah B3.  

10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 255/BAPEDAL/08/1996 
tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.  

11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/BAPEDAL/01/1998 
tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di 
Daerah.  

12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/BAPEDAL/01/1998 
tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3.  

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak 
Bumi Secara Biologis  
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14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun  

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Limbah di Pelabuhan (Menggantikan Permen No.03 Tahun 2007 tentang Fasilitas 
Pengumpulan Dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pelabuhan).  

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana 
Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta 
Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh 
Pemerintah Daerah  

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

 

6. Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati)  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya.  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety 
to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas 
Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Genetika.  

5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973.  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah  

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 
tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan  

 

7. Perlindungan dan Pengelolaan Tutupan Lahan  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk 
Produksi Biomassa.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau 
Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan  

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria 
Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C 
Jenis Lepas Di Dataran  

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.  

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pencegahan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut  

 

8. Pelestarian Fungsi Atmosfer  

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Frame Work 
Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework convention on climate Change)  

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The 
Ozon Layer dan Montreal Protocol on substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted 
and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990  
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4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)  

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis 
dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle Pada Sistem Refrigerasi  

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 396 Tahun 2008 tentang Penunjukan 
Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Teknisi Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi  

 

9. Pelestarian Fungsi Udara  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  
2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-

205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber 
Tidak Bergerak.  

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks 
Standar Pencemar Udara.  

4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-
107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi 
Indeks Standar Pencem Udara.  

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi 
Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi 
Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal  

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah  

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Halon  

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah  

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar 
Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara  

 

10. Perlindungan dan Pengelolaan Laut  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Perusakan Laut.  

2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat 
Tumpahan Minyak di Laut  

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku 
Mutu Kerusakan Terumbu Karang.  

4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 47 Tahun 2001 tentang 
Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang.  

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air 
Laut.  

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas 
Keputusan MENLH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.  

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku 
Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.  

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku 
dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.  

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.  

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
TentangPedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak Dan GasBumi  

 

11. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
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1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang  

2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air  

3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya 
Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk  

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

3. Tata Ruang  
1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang  
2) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang  

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  
2) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 

1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.  
3) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep-

299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan.  

4) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor Kep-
124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  

5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2000 tentang Panduan 
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan 
Permukiman Terpadu.  

6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2000 tentang Panduan 
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan di Daerah 
Lahan Basah.  

7) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 
tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  

8) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 2004 tentang 
Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan 
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)  

9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Menggantikan Keputusan Kepala 
BAPEDAL No.09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Amdal)  

10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Dokumen 
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang 
Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup  

11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Menggantikan Keputusan Kepala 
BAPEDAL No.09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Amdal.  

12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup  

13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana 
Lisensi Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  

14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup  

15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan 
Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Menggantikan 
Kepmen No. 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai 
Dampak lingkungan Hidup).  
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16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup  

17) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi 
Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Peryaratan Lembaga Pelatihan 
Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  

18) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan 
dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  

19) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis 
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL  

20) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2012 
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan 
Hidup Dan Izin Lingkungan.  

5. Dokumen Lingkungan Hidup  

1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)  

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup  

6. Baku Mutu Lingkungan Hidup  

a. Baku Mutu Air dan air Limbah  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.  
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.  
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik.  
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.  
6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.  

7) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas atau 
Tembaga  

8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan.  

9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah.  

10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel.  

11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride 
Monomer dan Poly Vinyl Chloride.  

12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi.  

13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan/atau 
Sayuran.  

14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.  

15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu.  

16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon.  

17) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalate Acid 
dan Poly Ethylene Terephthalate.  
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18) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 Baku Mutu Air 
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut.  

19) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa.  

20) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging.  

21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai  

22) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik.  

23) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.  

24) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu.  

25) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiaan Industri Oleokimia Dasar.  

26) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi.  

27) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi.  

28) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit.  

29) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.  

30) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng.  

31) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula.  

32) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu.  

33) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Minyak dan Gas.  

34) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2011 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Gas 
Metana Batubara.  

b. Baku Mutu Air Laut  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku 

Mutu Air Laut.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat 

atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang 
Baku Mutu Air Laut.  

c. Baku Mutu Udara  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang 

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang 

Baku Mutu Tingkat Kebisingan.  
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang 

Baku Mutu Tingkat Getaran.  
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang 

Baku Mutu Tingkat Kebauan.  
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang 

Indeks Standar Pencemar Udara.  
6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang 

Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama((Menggantikan Permen No.35 
Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor).  

7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku 
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.  

8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik.  
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9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon 
Black.  

10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku 
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha an/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga 
Listrik Termal.  

11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang 
Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Menggantikan Kepmen 
No.141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 
Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (current production).  

12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang 
Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.  

13) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku 
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas 
Bumi.  

14) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Baku MutuEmisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.  

15) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau 
Kegiatan Industri Rayon.  

16) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.  

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/MENLH/10/1996 tentang 

Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan 
Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.  

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.  

3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria 
Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang.  

4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria 
Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.  

5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria 
Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.  

7. Perizinan  
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan  
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana 

Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan dan Beracun 
Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
oleh Pemerintah Daerah  

4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada 
Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.  

5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah 
Ke Air atau Sumber Air.  

6) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan 
Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.  

7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut.  

8. Program Insentif dan Disinsentif  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 tentang 

Program Langit Biru.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/11/1996 tentang 

Program Pantai Lestari.  
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3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04/BAPEDAL/01/1998 tentang 
Penetapan Prioritas Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah B3.  

4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 93 Tahun 2004 tentang Program 
Bangun Praja.  

5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 252 Tahun 2004 tentang Program 
Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.  

6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program 
Menuju Indonesia Hijau.  

7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Adiwiyata.  

8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan 
Pemerintah diBidang Lingkungan Hidup Yang Dapat Didekonsentrasikan.  

9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Program 
ADIPURA (Menggantikan Permen No.99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA dan 
Permen No.14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA).  

10) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Adipura.  

12) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2012tentangProgram 
Menuju Indonesia Hijau.  

9. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup  
1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti 

Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan MENLH Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Anggaran, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Satker di Lingkup 
Kementerian LH.  

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013.  

4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013.  

10. Audit Lingkungan Hidup  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup  
 

12. Data dan Informasi  

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi 
Publik.  

 

13. Pengawasan dan Penegakan Hukum  

1. Penegakan Hukum Administrasi  
1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.  
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup.  
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Propinsi/Kabupaten/Kota.  
5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau 
Perusakan Lingkungan Hidup.  

6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka 
Kreditnya.  

7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana 
Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup  
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2. Penegakan Hukum Perdata  
1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.  
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup.  

3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan 
pada Kementerian Lingkungan Hidup.  

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  

 

14. Kapasitas Sumber Daya Manusia  

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 95 Tahun 2004 tentang Klasifikasi 
Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup.  

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 Tahun 2004 tentang Kurikulum 
Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup.  

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi.  

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum 
Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan.  

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi 
Kompetensi dan Standar Kompetensi Menager Pengendalian Pencemaran Air.  

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana 
Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan.  

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan 
Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah.  

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.  

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan 
Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.  

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 
tentang Pedoman Rencana Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota  

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

15. Kapasitas Kelembagaan  

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.  
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement 

Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel 
Convention On The Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Waste And Their 
Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regional Centre For Training And 
Technology Transfer For Southeast Asia (Persetujuan kerangka kerja antara Pemerintah 
republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan perpindahan lintas 
batas limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembuangannya tentang pembentukan 
pusat regional konvensi basel untuk pelatihan dan alih teknologi bagi Asia Tenggara.  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara.  
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4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara.  

5. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Kepegawaian Negara 
Nomor 08 Tahun 2002 & Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.  

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/Kep/M.Pan/8/2002 tentang 
Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka kreditnya.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka 
Kreditnya.  

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 61 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Penyesuaian (INPASSING) ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Pengendali 
Dampak Lingkungan.  

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Permintaan, Pemberian dan Pergantian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendalian 
Dampak Lingkungan.  

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Laksana Pusat Produksi Bersih.  

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah.  

12. Peraturan MENLH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.  

13. Peraturan MENLH Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.  

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup.  

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium 
Lingkungan Hidup.  

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014.  

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup.  

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014.  

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup.  

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan 
Perundang-undangan.  

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi 
Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.  

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi 
Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  

23. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 
39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dan Angka 
Kreditnya.  

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 
2012.  

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup.  
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26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Program Kampung Iklim.  

27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .  

28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan HIdup Nomor 10A Tahun 
2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Kegiatan Debt for Nature Swap 
(DNS) Dengan Pemerintah Jerman Untuk Investasi Lingkungan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil 
(UMK).  

29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A 
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Kegiatan Debt for Nature 
Swap (DNS) Dengan Pemerintah Jerman Untuk Investasi Lingkungan Bagi Usaha Mikro Dan 
Kecil (UMK)  

 

16. Perjanjian Internasional  

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati).  

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Frame Work 
Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto 
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change).  

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety 
to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas 
Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).  

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On 
Persistens Organic Pollutant (Konvensi Stokholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang 
Persistent).  

6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973.  

7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The 
Ozon Layer dan Montreal Protocol on substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted 
and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990.  

8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.  

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing Atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon).  

10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas 
Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon).  

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment to the Basel 
Convention on the control of Transboundary Movement of hazardous waste and their disposal 
(Amandemen Atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan lintas batas limbah 
bahan berbahaya dan pembuangannya).  

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement 
Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel 
Convention On The Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Waste And Their 
Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regional Centre For Training And 
Technology Transfer For Southeast Asia (Persetujuan kerangka kerja antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan perpindahan lintas 
batas limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembuangannya tentang pembentukan 
pusat regional konvensi basel untuk pelatihan dan alih teknologi bagi Asia Tenggara.  
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Peraturan Perundang-Undangan Skala Provinsi Jawa Barat  
Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan skala provinsi bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah berdasarkan tahun pembuatan:  
1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku 

Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat.  
2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air.  
3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2005 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu 

Air.  
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung.  
5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara.  
6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.  
7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan.  
8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Air.  
9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Kawasan Bandung Utara.  
10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.  
11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.  
12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Di 

Jawa Barat.  
13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove 

Dan Hutan Pantai.  
14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan.  
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan.  
16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun Di Jawa Barat.  
17) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Gas Rumah Kaca.  
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan 

Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.  
19) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi.  
20) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  
21) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/Sk/694-BKPMD/82 

Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri.  
22) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.1197-Bplhd/2004 tentang Pembentukan Pos 

Pengaduan Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.  
23) Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/46/BPLHD Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran di Jawa Barat (Air).  
24) Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 660.31/58/BPLHD Tahun 2010 tentang Pengendalian 

Pencemaran Air di DAS Cilamaya.  
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